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PERATURAN KE ALA BADAN STANDA 

OMOR 14 TAHUN 201 

SASI NASIONAL 

TENTANG 

TATA CARA PEMB' RlAN TUNJANGAN KIN RJA PEGAWAI 

Dr LlNGKUNGA BADAN STANDARDISA I NASIONAL 

T HUN ANGGARAN 2013 

DENGAN HMATTUHAN YANG 

AN STANDARDrSASI SIONAL, 

Menimbang bahwa ntuk melaksanakan k entuan Pasa] 3 ayat (2) 

dan Pa a1 10 Peraturan Presi en Nomor 100 Tahun 

2013 te tang Tunjangan Kinerj Pegawai di Lingkungan 

Mengingal 

Badan Standardisasi perlu menetapkan 

Peratur' KepaJa Badan Stand rdisasi Nasional ten tang 

Lingku Badan Standard sasi Nasional Tahun 

Anggara 2013; 

I. Un ang-Undang Nomor Tahun 1974 ten tang 

Po ok-Pokok Kepegawaia (Lembaran Negara 

Re ublik Indonesia Tah n 1974 Nomor 55, 

Ta bahan Lembaran Neg ra Republik Indonesia 

No or 3041) sebagaiman telah diubah dengan 

Un ang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 

Ne ra Republik Indonesia ahun 1999 Nomor 169. 

Ta bahan Lemharan Neg a Republik Indonesia 

No or 3890); 

2.Peraturan . ... 
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2. Pe aturan Pemerintah N mor 53 Tahun 20 I 0 

te tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Ne a ra Tahun 20.1 0 o rnor 74, Tambahan 

Le baran Negara Nomor 5 35); 

3. Pe aturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Gr d Design Reformasi Bi okrasi 2010-2025; 

4. Pe aturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 ten tang 

Tu jangan Kinerja Pegaw . di Lingkungan Badan 

S . ndardisasi Nasional; 

5. Ke utusan Presiden Noma 68 Tahun 1995 tentang 

Ha i Kerja di lingkungan mbaga Pemerintah; 

6. Ke utusan Presiden No or 103 Tahun 2001 

te tang Kedudukan, Tuga • F'ungsi, Kewenangan, 

Su unan Organisasi, da Tata Kerja Lembaga 

Pe erintah Non Departe en sebagaimana telah 

be erapa kali diubah ter r dengan Peraturan 

Pr siden Nomor 3 Tahun 2 

7. Ke utusan Presiden No 

te tang Pengangkatan Ke 

Na ional 

Tahun 2012 

Standardisasi 

8. Pe aturan Menteri Negara endayagunaan Aparatur 

Ne ara dan Reformasi Sir krasi Nomor 20 Tahun 

20 0 tentang Road Map R fonnasi Birokrasi 2010-

20 4 ; 

9 . Pc turan Menteri Negara I endayagunaan Aparatur 

Ne ara dan Reformasi Sir krasi Nomor 63 Tahun 

20 1 ten tang Pedoman Pe ataan Sistem Tunjangan 

Ki erja Pegawai Negeri; 

10.Peraturan .... 
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10. Pe aturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 

No or 10 Tahun 2013 ten ·ang Hari dan Jam Kerja 

di ingkungan Badan Stan ardisasi Nasional; 

11. Pe aturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 

No or 1 1 Tahun 20 13 t tang Nama, Kelas dan 

Nil i Jabatan; 

12. Ke utusan Kepala Badan Standardisasi Nasional 

No or 965/BSN-I / HK 5/05/2001 lentang 

Or anisasidan Tata Kerj Badan Standardisasi 

Na ional, sebagaimana tel beberapa kali diubah 

lr dengan Pera Kepala Badan 

S • ndardisasi Nasional No or 4 Tahun 201 1; 

MEMUTUSKAN: 

PERAT RAN KEPALA BA AN STANDARDISASI 

NASIO L TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 

TUNJA GAN KlNERJA DI L1NGKUNGAN 

BADAN STANDARDISASI NASIO AL TAHUN ANGGARAN 

2013. 

BAB I 

KETENTUAN MUM 

Pasal 1 

DaJam eraturan ini yang dima 

I. Tunj 

Pcra 

Tunj 

Kinetja adalah se·bfflaimana 

Presiden Nomor 1 

ctimaksud daIam 

Tahun 2013 tentang 

KineJja ~\Vai di Lingkung;m Badan 

Stan ardisasi Nasional. 

2. ~wai. ... 
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3. Pega vai di lingkunr;m Badan S 

Pega vai Negen dan Pegawai lainnya yang berdasarkan 

Kep tusan Pejabat yang berwe diangl<at daIam suatu 

jaba dan beketja secara pen pada satuan o~sasi di 

lin r;m Badan Standardisasi Nasional. 

BAB II 

TU RNYA TUNJANGAN 

K NERJA, DAN PAJAK PE GHASILAN ATAS 

TUNJANGAN 

Pasa! 2 

(I) Kep da Pegawai yang mem unyai jabatan tertentu 

di I gkungan Badan 

Pen hasilan yang 

per turan perundang-

Tun angan Kinerja setiap b 

rdisasi Nasional selain 

diterirna menurut 

diberikan 

(2) Til ana dimaksud pada 

aya (I) diberikan terhitun mulai tangga! Pegawai 

yan bersangkutan t lah secara nyata 

mel ksanakan tugas/jabat n / pekerjaan, sekurang-

gnya selama 1 (satu) bulan terhitung mulai 

tan 

Pasal3 

Tunjan Kinerja sebagaiman dimaksud dalam Pasa! 

2 tidak iberikan kepada: 

a. Pega ai di lingkungan Bad Standardisasi Nasional 

yang . dak mempunyai jaba tertentu; 

b.Pegawai ... . 
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b. Pega ai di lingkungan Bad Standardisasi Nasiona! 

yang atau dinonaktiIkan; 

c. Pega\ aj di lingkungan Bad Standardisasi Nasional 

yang diberhentikan dari jab tan organiknya dengan 

dibe kan uang tunggu Ibelu diberhentikan sebagai 

Pega ai Negeri); 

d. Pega\ ai di lingkungan Bad Standardisasi Nasional 

e. 

diperbantukan / d pekeIjakan pada 

/instansi Badan Standardisasi 

ai di Iingkungan Sadan Standardisasi Nasional 

iberikan cuti di luar t ggungan negare atau 

bebas tugas untuk me jalani masa persiapan 

pensi n. 

Pasa! 4 

Besarny' tunjangan kinerja di erikan sesuai dengan 

Lampir Peraturan Presiden N mor 100 Tahun 2013 

ten tang Tunjangan Kinerja P gawai di Lingkungan 

Sadan S andardjsasi Nasional. 

I I) 

Pasa! 5 

gan KineIja sebagai ana dimaksud da!am 

2 dibayarkan terhitung mulai bulan Ju li 2013, 

i peraturan perundang- ndangan . 

(2) nya Tunjangan Kinerja ebagaimana dimaksud 

pada yat II) didasarkan pad kelasjabatan . 

(3)Tunjangan . ... 
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(3) Tun angan Kinerja sebaga mana dimaksud pada 

aya (1) dibayarkan de an memperhitungkan 

ko ponen kehadi ran denga bobot 20% (dua puluh 

per ratus). 

Pasal6 

Pajak P nghasilan atas Tunjan Kinerja sebagaimana 

dimaks d dalam Pasal 2 dibeb nkan kepada Anggaran 

Pendap' tan dan Belanja Nega a Badan Standardisasi 

Nasiona pada Tahun Anggaran ang berjaJan. 

BAB III 

PEMOTONGAN TUNJA GAN lGNERJA 

Pasal 7 

(I) Pc otongan Tunjangan Kin >rja diberikan kepada: 

a. Pegawai yang melangg r ketentuan jam kerja 

dengan ketentuan seba ai berikut: 

I. tidak masuk ke a tanpa keterangan. 

diberlakukan perno ngan tunjangan kinerja 

sebesar 4% (em pat erserarus) untuk tiap 1 

(satu) hari kerja; 

2. tidak masuk kerja cngan ketcrangan yang 

sah dan buka urusan kedinasan 

djkenakan pemoto gan tunjangan kinerja 

sebesar 2% (dua p rseratus) untuk tiap 1 

(satu) hari tidak rna uk kerja; 

3. terlambat .... 
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3. terlambat masuk kerja di atas waktu 

keterlambatan yan dapat digantikan tanpa 

12m (alasan y sah) diberlalrukan 

pemotongan 

sebagaimana 

Peratu ran ini; 

4. tidak mengganti w 

izin (alasan yan 

pemolongan 

sebagaimana 

Peraturan ini ; 

Kinerja 

Lampiran I 

tu keterlambatan tanpa 

sah) diberlakukan 

KineIja 

Lampiran I 

pulang sebelum wak nya tanpa izin (aJasan 

yang sah) dibe lalrukan pemotongan 

Tunjangan Kinerja ebagaimana tercantum 

dalarn Lampira n II P raturao inij 

yang sah) 

tunjangan kine rja 

da lam Lampiran 

Peraturan i.ni. 

adi r tanpa izin (alasan 

pemotongan 

bagaimana terean tum 

an / atau Lampiran " 

b. egawai yang sedang menjalani CUD sakit 

cngan ketentuan sebag . berikut: 

cuti sakit yang dib ktikan dengan sural 

keterangan dokter. d kenakan pemotongan 

Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua 

perseratus) untuk ti p I (satu) hari tidak 

masuk bekerja; 

2 .Pegawai . ... 
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2. Pegawai yang menJ lani rawat map yang 

dibuktikan dengan urat keterangan rawat 

inap untuk paling I rna 20 (dua puluh) hari 

kerja. diberlakukan pemotongan Tunjangan 

Kinetja sebesar 0% ( 01 perseratus); 

3. Pegawai yang menj ani rawat jalan setelah 

selesai menjalani ra at inap yang dibuktikan 

dengan surat ke erangan dan dokter, 

diberlakukan pemot ngan Tunjangan Kinerja 

sebesar 2% (dua per eratus) per hari kerja; 

4. Pegawai wan ita y ng mengalami gugur 

kandungan namun tidak menjalani rawat 

map yang dibu tikan dengan surat 

keterangan dokter u tuk paling lama 3 (tiga) 

hari kerja. dibe lakukan pemotongan 

Tunjangan Kinerj sebesar 0% (nol 

perseralUS) dan 

dikenakan Tunjang 

(dua perseratus) per 

hari berikutnya 

Kinerja sebesar 2% 

5. Pegawai yang sedan menjalani cuti bersalin 

untuk melaksana an persalinan yang 

pertama sampal dengan ketiga sejak 

diangkat sebagai Ca on Pegawai Negeri Sipil. 

diberlakukan pemot ogan Tunjangan Kinerja 

hari kerja 

berikutnya diberl 

eratus) selama 5 (lima) 

a dan untuk harl 

kan Tunjangan Kinerja 

sebesar 2% (dua per eratus) per han kerja; 

6.Pegawai .... 
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6 . Pegawai yang melal< anakan persalinan yang 

keempat dan snya sejak diangkat 

sebagai Calon Negcri Sipil. 

dikenakan pemoton an Tunjangan Kinerja 

sebagaimana dimak ud daJam PasaJ 3 huruf 

e; 
c. Pegawai yang menjal i cuti karena alasan 

pcnting dengan ketentu n sebagai berikut: 

1. cuti karena alasan pcnting karena orang 

tua/ mertua, ism/ uarm, anak/menantu. 

atau saudara kan ung sakil keras atau 

meninggal dunia di erlakukan pemotongan 

pada setiap cuti 0% (nol 

perseratus) untuk p ling lama 4 (em pat) hari 

hari berikutnya kerja dan un 

diberlakukan pemot gan Tunjangan Kinerja 

sebesar 2% (dua pc seratusJ per hari kcrja; 

atau 

cuti karena a la an penting karena 

melakukan pengu hak sebagai ahli 

wans atau a lasan e lakukan pcrnikahan 

pertama diberlakuka pemotongan 0% (nol 

perseratus) untuk p ling lama 3 (tiga) hari 

kerja pada setiap pc gajuan cuti dan unruk 

hari berikutnya dib rlakukan 1'unjangan 

Kinerja sebesar 2% ( ua perseratus) per hari 

kerja; 

d . egawai yang sedang m njalankan tugas belajar 

iatas 6 (enam) bulan d ngan ketentuan sebagai 

erikut: 

I.untuk .... 
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I. untuk masa tugas b lajar 0 - 6 (enam) bulan 

perlama sebesar 0% (nol 

perseratus) dan ju lah 1'l1njangan Kinerja 

yang diterima da! jabatannya per bulan; 

dan 

2. untuk masa tugas elajar setelah 6 (enam) 

bulan dikenakan s besar 50% (lima puluh 

perseratus) dari ju lah Tunjangan Kinerja 

yang diterima dalam abatannya per bulan. 

(2) Pem tongan Tunjangan Kinerja sebagaimana 

dim sud pada ayat (1) di itung seeara kurnulatif 

yan da!am I (satu) bulan paling banyak sebesar 

100' 0 (se ratus perseratus). 

Pasa! 8 

Kcpada Pegawai yang mcn ambil cuti tahunan 

diberla kan pemotongan Tun gan Kinerja sehesar 

0% (nol erseratus). 

Pasa! 9 

Kepada Pegawai yang me gambiJ cuti besar, 

diberl Ikan pemotongan 1'u angan Kinerja setiap 

bulanny sebesar 50% [lima pul h perseratus) . 

BABIV .... 
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BABIV 

KETENTUAN P NUTUP 

Pasal 10 

Peralur n ini mulai berlaku pad tanggaJ dhetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pad a tanggal 17 Dese ber 2013 

KEPALA BADAN STAN ARDISASI NASIONAL, 

BAM BANG PRASETYA 

LAMPIRAN I... 
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lAMPIR '\N I 

PERAT RAN KEPAlA BADAN ST NDARDISASI NASIONAL 

NOM OF . 14 TAHUN 20 13 

TANGG L . 17 Desernber 201 

PERSE TASE TUNJANGAN KI ERJA 

BAGI PEGAII'I I\J YANG TERlAMBAT M1 SUK KERJA 

KETERLAMBATAN 

(TL) 

TL 1 

TL 2 

TL 3 

TL4 

Contoh dan Penjelasan : 

KETERlAMBATAN 

>0 menit s.d 31 meni 

>3l menit s.d 61 men t 

>61 rnenit s.d 91 men t 

> 91 menit dan/atau 

tidak rnengisi daftar 

hadir rnasuk kerja 

PERSENTASE 

PEMOTONGAN 

0,5% 

1 % 

1,25% 

1,5% 

a. Seorang Pegawai ti a di kantor pukuJ 07. 0 berarti terlambal 20 

menit. 

Oleh karena itu Peg wai yang bersangkutru pada hari yang sarna 

harus pulang pukul 16.20 (untuk hari Sen n - Kamis) atau pukul 

16.50 (untuk hari Ju nat). 

Apabila .... 

., pnbl""'n20I}~" flna1brldoc 
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LAMPIR fN 11 

PERATU~N KEPALA BADAN STI NDARDISASI NASIONAL 

NOMOR 14 TAHUN 20 13 

TANGG L : 17 Desember 20 1 ~ 

PERSE TASE TUNJANGAN KJ~ ERJA 

BAGI PEGAWA YANG PULANG SEBELU~ WAKTUNYA 

PULANG SEBELUM 

WAKTUNYA 
PSW I 

PSW2 

PSW 3 

PSW4 

LAMA MENINGGALKA~ 

PEKERJAAN SEBELUI.! 
>0 menit s.d 31 menit 

>3 1 menit s.d 6 1 meni 

>6 1 mcnit s.d 9 1 meni 

> 91 menit dan atau 

tidak mengisi daftar ha ir 

pulang kantor 

PERSENTASE 

PEMOTONGAN 
0,5 % 

1 % 

1,25% 

1,5% 
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BABIV 

KETENTUAN PEjNUTUP 

Pasal LO 

Peratur' r ini mulai berlaku pad tanggal ditetapkan . 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal L7 Deserr ber 20 L3 

KEPALA BADAN STAN ARDISASI NASIONAL. 

--' 
/-------- 'n "\~ 

I BAM BANG P SETYA 

LAMPIRAN I... 


